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BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Implementasi

Secara etimoligis pengertian implementasi menurut Kamus
Webster yang dikutip oleh Solihin Abdul Wahab adalah:

Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu fo

implement. Dalam kamus besar Webster, fo implement

(mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying

out (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu); dan fo give

pratical effect to atau untuk menimbulkan dampak atau akibat

terhadap sesuatu (Wahab, 2005 : 64).

Jadi sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau
akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan
peradilan atau kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah
dalam kehidupan kenegaraan. Sedangkan pengertian implementasi
menurut Van Meter dan Van Horn adalah:

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh

individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-

tujuan yag telah digariskan dalam keputusan (Wahab, 2005 : :65).

Berkaitan dengan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya,
maka pada bagian ini Teori ini dibuat sesuai dengan pedoman dalam
menganalisa masalah yang diteliti. Solichin Abdul Wahab dalam bukunya

yang berjudul Analisis Implementasi E-Government mengemukakan

pendapatnya mengenai implementasi sebagai berikut:
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‘“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau
swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah
digariskan dalam keputusan kebijakan” (Wahab, 2001:65).

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata
implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau
mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa
implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang
terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan
norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu,
implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya
yaitu kurikulum. Dalam kenyataannya, implementasi kurikulum menurut
Fullan merupakan proses untuk melaksanakan ide, program atau
seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima.

Konteks implementasi kurikulum pendekatan-pendekatan yang
telah dikemukakan di atas memberikan tekanan pada proses. Esensinya
implementasi adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk
mentransfer ide atau gagasan, program atau harapan-harapan yang
dituangkan dalam bentuk kurikulum desain (tertulis) agar dilaksanakan
sesuai dengan desain tersebut. Masing-masing pendekatan itu
mencerminkan tingkat pelaksanaan yang berbeda.
Dalam kaitannya dengan pendekatan yang dimaksud, Nurdin dan Usman
(2004) menjelaskan bahwa ada Tiga pendekatan - pendekatan,yaitu :

1. menggambarkan implementasi itu dilakukan sebelum

penyebaran (desiminasi) kurikulum desain. Kata proses dalam
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pendekatan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan
penjelasan tujuan program, mendeskripsikan sumber-sumber
baru dan mendemosntrasikan metode pengajaran yang
digunakan.

. menurut Nurdin dan Usman (2002) menekankan pada fase
penyempurnaan. Kata proses dalam pendekatan ini lebih
menekankan pada interaksi antara pengembang dan guru
(praktisi pendidikan). Pengembang melakukan pemeriksaan
pada program baru yang direncanakan, sumber-sumber baru,
dan memasukan isi/materi baru ke program yang sudah ada
berdasarkan hasil uji coba di lapangan dan pengalaman-
pengalaman guru. Interaksi antara pengembang dan guru
terjadi dalam rangka penyempurnaan program, pengembang
mengadakan lokakarya atau diskusi-diskusi dengan guru-guru
untuk memperoleh masukan. Implementasi dianggap selesai
manakala proses penyempurnaan program baru dipandang
sudah lengkap.

. Nurdin dan Usman (2002) memandang implementasi sebagai
bagian dari program kurikulum. Proses implementasi dilakukan
dengan mengikuti perkembangan dan megadopsi program-
program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan

dalam bentuk kurikulum desain,yaitu :
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a. Peristiwva Kependudukan adalah kejadian yang dialami
penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat
terhadap penerbitan atau pembuatan KK, KTP dan atau
surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi Pindah
Datang, Perubahan Alamat, atau Status Tinggal Terbatas
menjadi Tinggal Tetap;

b. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang
memiliki 1zin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan
keluarganya kepada Lurah seempat

c. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang
memiliki 1zin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar
dalam 1 (Satu) KK dan penduduk yang berumur 17 (tujuh
belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin hanya
diperbolehkan mempunyai 1 (satu) KTP.

d. KK adalah Kartu ldentitas yang memuat data tentang nama
susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas
anggota keluarga;

e. KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti yang

diterbitkan oleh Dinas yang berlaku diseluruh Wilayah NKRI.

2.2 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
Sistem Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut SIAK
adalah sistem informasi Nasional untuk memfasilitasi pelayanan

Administrasi Kependudukan ( Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil )
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dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang
menerapkan :RDMBS atau Relational Database Management Sistem
adalah Pencatatan suatu peristiwa kependudukan penduduk ( Kelahiran,
Kematian, Perkawinan, dan Perceraian dan Pengangkatan Anak dll )
saling mempengaruhi hasil pencatatan, sehingga selalu terjadi
penyesuaian data secara otomatis yang berimplikasi pada penertiban
dokumen penduduk ( data dinamis ).

SIAK adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yaitu
suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan
memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi
kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi di bidang
kependudukan. Administrasi kependudukan meliputi Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Implementasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan), yang telah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres)
No 88/2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan
Permendagri No 18/2005 tentang Administrasi Kependudukan
Pada hakekatnya bahwa upaya Tertib Dokumen Kependudukan atau
Tertib Administrasi Kependudukan, tidak sekedar pengawasan terhadap
pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan
dokumen, tapi hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis.
Artinya mudah difahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara
hukum berfungsi melindungi, mengakui/mengesahkan status

kependudukan atau peristiwa vital (vital event) yang dialami penduduk,
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sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau
melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain
dokumen kependudukan memiliki insentif/benefit bagi si pemegang
dokumen atau penduduk. Tujuan adanya SIAK yaitu :

1. Database Kependudukan terpusat

2. Database Kependudukan dapat diintegrasikan  untuk
kepentingan lain, (Statistik, Pajak, Imigrasi dll)

3. System SIAK teringtegrasi (RT/RW\, Kelurahan, Kecamatan,
Pendaftaran Catatan Sipil dll)

4. Standarisasi Nasional
a. Nomor Pengenal Tunggal atau NIK
b. Blangko Standar Nasional (KK, KTP, Buku, Register, Akta

Capil)

c. Formulir-formulir Standar Nasional (termasuk kodefikasinya)

Implementasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan),
yang telah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No 88/2004
tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Permendagri No
18/2005 tentang Administrasi Kependudukan. Pada hakekatnya bahwa
upaya Tertib Dokumen Kependudukan atau Tertib Administrasi
Kependudukan, tidak sekedar pengawasan terhadap pengadaan blangko-
blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya
harus tersistem, konkrit dan pragmatis.

Artinya mudah difahami oleh penduduk dan diyakini bermakna

secara hukum berfungsi melindungi, mengakui/mengesahkan status
kependudukan atau peristiwa vital (vital event) yang dialami penduduk,
sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau

melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain
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dokumen kependudukan memiliki insentif/benefit bagi si pemegang
dokumen atau penduduk.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai
bagian dari sistem pemerintahan mempunyai peran strategis guna
mendukung pembentukan pemerintahan yang akuntabel dalam :

1. Menerbitkan dokumen penduduk yang benar, cepat dan

memberikan status yang jelas.

2. Terhimpunnya data registrasi dengan cakupan yang luas dan

dapat dimanfaatkan dalam pemerintahan dan pembangunan.

Pembangunan SIAK merupakan pembaharuan mendasar
penyelenggaraan salah satu pelayanan publik yang diberikan kepada
penduduk.

Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan
menjadi dua, yaitu :

1. Orang yang tinggal di daerah tersebut.

2. Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut.

Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal
di situ. Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah
lain. Penduduk juga dapat diartikan sebagai Warga Negara Indonesia dan
Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kependudukan adalah
hal - hal atau sifat sebagai penduduk, urusan mengenai penduduk

(dinas kependudukan dan catatan sipil).

created with
e PDF
N  nitro

professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional



33

2.3 Pengertian Sistem
2.3.1 Konsep Dasar Sistem

Suatu oganisasi atau lembaga dalam menjalankan kehidupannya
akan mempunyai sistem. Penggunaan suatu sistem akan menjadi suatu
penggerak organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuannya. Secara
sederhana sistem merupakan kumpulan atau himpunan dari unsur atau
variable-variabel yang terorganisasi, saling berkaitan dan saling
tergantung satu sama lain.

Menurut Davis mendefinisikan sistem sebagai bagian-bagian yang
saling berkaitan yang beroprasi bersama untuk mencapai beberapa
sasaran atau maksud (Davis, 1985:3). Berdasarkan pendapat diatas dapat
diketahui bahwa sistem merupakan komponen yang saling berkaitan satu
sama lain. Berbeda dengan pendapat Robert G. Murdik mendefinisikan
sistem sebagai perangkat elemen-elemen yang terintegrasi dengan
maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan bersama.
(Murdik.1993:3). Menurut Gerald. J mendefinisikan bahwa sistem yaitu
suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan,
berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau
penyelesaian suatu sasaran tertentu. (Gerald.J, 1991:3).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa
sistem merupakan suatu kesatuan rangkaian kerja yang dapat
menghasilkan sesuatu dari hasil rangkaian-rangkaian tersebut. Sesuatu

yang dihasilkan oleh rangkaian-rangkaian dalah data.
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2.3.2 Pengertian Informasi

Informasi sangat dibutuhkan agar dapat mengetahui keakuratan
data yang dihasilkan. Informasi ibarat data yang mengalir didalam tubuh
suatu organisasi, informasi ini sangat penting dalam pengambilan
keputusan didalam suatu organisasi.

Menurut McFadden, dalam bukunya Abdul Kadir yang berjudul
Pengenalan Sistem Informasi, mendefinisikan informasi sebagai data yang
telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan
seseorang yang menggunakan data tersebut (dalam Kadir, 2002:31).
Sedangkan menurut Davis, informasi adalah data yang telah diolah
menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat
dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang (dalam Kadir,
2002:31).

Jogiyanto mengemukakan, bahwa informasi adalah hasil
pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut
bisa menjadi informasi. (Jogiyanto, 1999:8). Dari pengertian beberapa
sumber di atas maka informasi merupakan kumpulan data-data yang
diolah sedemikian rupa sehingga dapat memberikan arti dan manfaat
sesuai dengan keperluan tertentu yang bisa menjadi suatu informasi.

Data merupakan bentuk yang masih mentah yang belum dapat
berbicara banyak, sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data yang diolah
melalui suatu model menjadi informasi, penerima kemudian menerima
informasi tersebut, membuat suatu keputuan dan melakukan tindakan,

yang berarti menghasilkan tindakan lain yang akan membuat sejumlah
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data kembali. Data yang ditangkap dianggap sebagai input, diproses
kembali melalui model dan seterusnya membentuk suatu siklus. Menurut
Mc. Leod informasi yang berkualitas harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut

1. Akurat, artinya harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

2. Tepat waktu, artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada

saat informasi itu diperlukan.

3. Relevan, artinya informasi yang diberikan harus sesuai yang

dibutuhkan.

4. Lengkap, artinya informasi harus diberikan secara lengkap.

(dalam Jogiyanto, 1999:10).

Pendapat tersebut di atas mengemukakan, bahwa informasi yang
dihasilkan dikatakan berkualitas, apabila infomasi yang didapatkan akurat,
tepat waktu, relevan serta lengkap. Suatu informasi merupakan kunci
keberhasilan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk pengambilan
keputusan, karena informasi merupakan faktor penting dalam melakukan

kegiatan.

2.3.3 Pengertian Administrasi

Istilah administrasi berasal dari bahasa latin yaitu “Ad” dan
‘ministrate” yang artinya pemberian jasa atau bantuan, yang dalam
bahasa Inggris disebut “Administration” artinya “To Serve”, yaitu melayani
dengan sebaik-baiknya.

Pengertian administrasi dapat dibedakan menjadi 2 pengertian

yaitu :
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1. Administrasi dalam arti sempit. Menurut Soewarno
Handayaningrat mengatakan “Administrasi secara sempit
berasal dari kata Administratie (bahasa Belanda) yaitu meliputi
kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan,
keti-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis
ketatausahaan (Soewarno Handayaningrat 1988:2). Dari definisi
tersebut dapat disimpulkan administrasi dalam arti sempit
merupakan kegiatan ketatausahaan yang mliputi kegiatan cata-
mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat
serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan
informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali
jika dibutuhkan.

2. Administrasi dalam arti luas. Menurut The Liang Gie
mengatakan “Administrasi secara luas adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu
kerjasama  untuk mencapai tujuan tertentu”(7980:9).
Administrasi secara luas dapat disimpulkan pada dasarnya
semua mengandung unsur pokok yang sama yaitu adanya
kegiatan tertentu, adanya manusia yang melakukan kerjasama
serta mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pendapat lain mengenai administrasi dikemukan oleh Sondang P.

Siagian mengemukakan “Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama
antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya” (1994:3).
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Berdasarkan uraian dan definisi tersebut maka dapat diambil kesimpulan
bahwa administrasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui
kerjasama dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah

ditetapkan untuk mencapai tujuan.

2.3.4 Kependudukan

Penduduk juga dapat diartikan sebagai Warga Negara Indonesia
dan Orang Asing yang bertempat tinggal; di Indonesia. Kependudukan
adalah hal-hal atau sifat sebagai penduduk, urusan mengenai
penduduk.(dinas kependudukan dan catatan sipil).

Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan
oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik
yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. Dapat disimpulkan bahwa jika organisasi pemerintahan, ditata
dengan benar dan disesuaiakan dengan kebutuhan organisasi dengan
memperhatikan prinsip-prinsip organisasi modern, yaitu mempunyai Visi
dan misi dengan jelas, maka akan dapat mempermudah kinerja aparatur
pemerintahan. Keadaan seperti ini tentunya akan menciptakan
pemerintahan yang responsibilitas, responsivitas, dan akuntabilitas

sehingga dapat mewujudkan good governance.
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24 Elektronik Government
2.41 Pengertian E-Government
Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat berdampak pada
perubahan sosial, budaya dan membuat jarak antar negara makin dekat.
Kemajuan tersebut berdampak pada tata pemerintahan. Masyarakat
menuntut pelayanan yang cepat, efektif dan efesien yang diberikan
pemerintah. Implementasi teknologi informasi pada pemerintahan dengan
istilah E-Government diharapkan menjadi jawaban atas pelayanan yang
diinginkan masyarakat. Pengertian E-Government menurut Richardus Eko
Indrajit adalah:
“‘Merupakan suatu mekanisme interaksi baru modern antara
pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang
berkepentingan stakeholder, dimana melibatkan penggunaan
teknologi informasi terutama internet, dengan tujuan memperbaiki
mutu kualitas pelayanan yang selama berjalan” (Indrajit, 2004:4-5).
Melalui E-Government dapat terciptanya hubungan secara
elektronik antara pemerintah dengan masyarakat sehingga dapat
mengakses berbagai informasi dan layanan dari pemerintah,
melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat ke arah
yang lebih baik, menuju good governance. Berdasarkan hal tersebut,
maka implementasi E-Government diharapkan dapat merubah sistem

pelayanan pada manajemen pemerintahan dan dapat dimanfaatkannya

dengan baik.
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2.4.2 Tahapan-Tahapan Implementasi E-Government

Setiap proses dalam implementasi suatu kegiatan, untuk mencapai

suatu kesempurnaan bentuk implementasi didasarkan pada tahap-tahap.

Dalam riset yang dilakukan oleh Deloitte dan Touche, dijabarkan bahwa

implementasi E-Government dalam pemerintahan terbagi menjadi enam

tahapan yaitu:

1.

Tahap information  publishing/dissemination,  merupakan
tahapan dimana masing-masing instansi di pemerintahan
seperti dinas, badan atau minimal pemerintahan daerah
tersebut memiliki sebuah situs website yang berisikan informasi
dan pusat data yang dapat diakses sepanjang waktu.

Tahap “official” two-way transaction, dalam tahapan ini situs
telah berkembang dengan melibatkan masyarakat dengan
beberapa aktifitas interaktif yang sederhana seperti pengisian
form-form kependudukan, survey-survey dan sebagainya.
Tahap multipurpose portals, dalam tahapan ini seluruh situs
yang di miliki oleh berbagai instansi disatukan dalam sebuah

portal sesuai dengan klasifikasinya.

. Tahap portals personalization, pada tahapan ini masyarakat

telah memiliki akses sendiri berupa login dan password sesuai
dengan ketentuan yang ada sehingga masyarakat dapat
terlayani lebih ‘customized’. Masing-masing masyarakat

memiliki account sendiri sesuai dengan keperluan dan
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kepentingannya masing-masing tetapi masih terpisah untuk
masing-masing instansi.

5. Tahap clustering of common services, pada tahapan ini seluruh
pelayanan tersebut telah terpadu tanpa dipisah per-instansi
yang ada, dalam tahapan ini pengelompokkan lebih diberatkan
ke bagian-bagian yang mempunyai maksud dan tujuan yang
sama, sehingga file-file dapat lebih sederhana dan sedikit dan
mulai dikuranginya pengulangan informasi yang kadangkala
dapat terjadi.

6. Tahap full integration and enterprise transformation, dalam
tahapan ini, seluruh data-data, hasil transaksi dan pembayaran
atau informasi yang telah masuk dan berasal dari berbagai
pihak, baik masyarakat, pebisnis dan lainnya dapat langsung
diolah dan diakses kembali dalam bentuk yang lain oleh masing-
masing jenis pengakses (Rianto Wijaya,

http://www.ruangkerja.com/indonesia/article[2007/06/03]

Tahapan-tahapan implementasi E-Government diatas mengambil
contoh website, pemerintah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan
roda pemerintahan harus segera menerapkan E-Government.
Keberadaan website pada pemerintah merupakan bentuk awal
penerapan E-Government, karena website dianggap sebagai gerbang
utama pemerintah dalam mempromosikan jati dirinya. Selain itu, website
merupakan jenis pelayanan bentuk e-Government yang paling mudah

pengerjaannya, biaya yang sedikit dan mudah digunakan.
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2.4.3 Manfaat E-Government

Implementasi E-Government harus segera dilaksanakan, karena

mempunyai banyak manfaatnya. Dua negara besar yang terdepan dalam

mengimplementasikan konsep E-Government, yaitu Amerika dan Inggris

melalui Al Gore dan Tony Blair menggambarkan manfaat E-Government

bagi suatu negara, antara lain:

1.

Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para
Stakeholder-nya (Masyarakat, kalangan bisnis, dan industri)
terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efesiensi di berbagai
bidang kehidupan bernegara;

Meningkatkan  transparansi, kontrol, dan  akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan
konsep Good Corporate Governance;

Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi,
dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah dan maupun
Stakeholder-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan
sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan
pihak-pihak yang berkepentingan dan

Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat
secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang
dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend

yang ada serta
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6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra
pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan publik secara
merata dan demokratis (Indrajit, 2004:5).

Salah satu faktor keberhasilan pembangunan adalah ketersediaan
sarana dan prasarana. Melalui penerapan E-Government yang tepat akan
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, karena E-
Government adalah salah satu unsur pendukung pemerintah dalam

pembangunan.

2.4.4 Proyek-Proyek Pelayanan E-Government

Pemerintah mengimplementasikan jenis pelayanan E-Government
kepada masyarakat melalui beberapa tipe. Jenis-jenis pelayanan tersebut
adalah dengan melihatnya dari dua aspek utama, yaitu:

1. Aspek kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit
anatomi sebuah aplikasi E-Government yang ingin dibangun
dan ditetapkan; dan

2. Aspek manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan
dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para
penggunanya. (Indrajit, 2004:3)

Berdasarkan hal tersebut, maka jenis proyek-proyek E-Government

dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu:

1. Publish, di dalam kelas publish terjadi sebuah komunikasi satu
arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan

informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan
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bebas di akses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang
berkepentingan melalui infernet. Alat yang digunakan adalah
komputer atau handphone melalu medium internet, dimana
alat-alat tersebut dipergunakan untuk mengakses situs (website)
departemen atau devisi terkait.

2. Interact, pada kelas interact terjadi komunikasi dua arah antara
pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis
aplikasi yang biasa dipergunakan, yang pertama adalah bentuk
portal dimana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi
mereka yang ingin mencari data atau informasi secara sepesifik,
kedua adalah pemerintah menyediakan kanal akses dimana
masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu
yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak
langsung.

3. Transact, pada kelas ini terjadi interaksi dua arah, akan tetapi
masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan
oleh pemerintah atau mitra kerja pemerintah. (Indrajit, 2004:30).

Masyarakat membutuhkan pelayanan dari pemerintah untuk

berbagai kepentingan. Proyek E-Government yang dilaksanakan
pemerintah merupakan upaya pemerintah dalam melayani masyarakat
yang berbasis elektronik. Proyek E-Government diterapkan pemerintah
berdasarkan komunikasi satu arah dan dua arah serta jasa layanan yang
diberikan pemerintah secara gratis atau dipungut bayaran, pungutan

bayaran tersebut dikarenakan pemerintah berkerjasama dengan pihak
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swasta dalam pemenuhan data untuk informasi yang dibutuhkan

masyarakat. Berdasarkan kelas-kelas tersebut, menggambarkan adanya

transparansi antara pemerintah dan masyarakat dalam iklim negara yang

demokratis.

2.4.5 Tipe Relasi E-Government

Konsep E-Government apabila diklasifikasikan menurut Richardurs

Eko Indrajit dibagi kedalam empat jenis, yaitu:

1.

Government to Citizens (G-to-C), tujuannya adalah untuk
mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui kanal-
kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan
mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai
kebutuhan pelayanan sehari-hari.

Government to Business (G-to-B), merupakan bentuk relasi
antara pemerintah dengan para pengusaha, dengan tujuan
untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan
roda perusahaannya.

Government to Government (G-to-G), merupakan interaksi antar
satu pemerintah dengan pemerintah lainnya dengan tujuan
untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama
antar entiti-entiti negara dalam melakukan hal-hal yang
berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses

politik dan mekanisme hubungan sosial dan budaya.
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4. Government to Employes (G-to-E), tujuannya untuk
meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negri
atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi
sebagai pelayan masyarakat. (Indrajit,2004:42).

Klasifikasi jenis-jenis E-Government di atas adalah yang menjadi
dasar bahwa implementasi E-Government sangat penting. Jenis-jenis
tersebut menggambarkan suatu interaksi, pemerintah sebagai unsur
penyelenggara roda pemerintahan sangat membutuhkan akan hubungan
dengan masyarakat untuk kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan publik,
hubungan dengan para pengusaha karena melalui hubungan tersebut
pemerintah mengharapkan akan terciptanya sistem perekonomian yang
baik, hubungan antar instansi pemerintahan untuk kepentingan
pemenuhan data dan implementasi G-to-E adalah untuk peningkatan
kinerja dan memberikan kemudahan kepada aparatur dalam melayani

masyarakat.

created with
V .0 PDF
N  nitro

professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional



